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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan konversi hak atas tanah adat (Letter C) menjadi hak 

milik di Kabupaten Magelang sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat 

(1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 

7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan 

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan 

Pertanahan Nasional. 

Kendala-kendala dalam pelaksanaan konversi berupa persyaratan 

yang kurang lengkap dan domisili yang jauh. Kendala-kendala tersebut dapat 

diatasi dan tidak terlalu menjadi masalah yang sangat menghambat dalam 

proses pelaksanaan konversi hak milik atas tanah. 
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B. Saran-saran 

1. Agar Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang memberikan penyuluhan-

penyuluhan hukum tentang Hukum Pertanahan khususnya Pendaftaran 

Tanah kepada masyarakat agar masyarakat semakin mengerti akan 

pentingnya pendaftaran tanah. 

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang menambah tenaga kerja di kantor 

tersebut, baik tenaga di lapangan maupun tenaga administratif supaya 

dengan bertambahnya pekerja proses konversi hak milik atas tanah dapat 

berjalan lebih cepat dan meningkat.  
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